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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah
dipaparkan, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian
sebagai berikut. Perizinan pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk
kepentingan bisnis waralaba London Beauty Centre (LBC) adalah izin
pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk kepentingan bisnis waralaba.
Faktanya izin diberikan berupa Izin Mendirikan Bangunan dengan
pembongkaran bangunan cagar budaya dan mendirikan bangunan baru.

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta tidak berwenang untuk memberikan
izin kepada London Beauty Centre. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Yogyakarta juga tidak berwenang memberikan rekomendasi kepada London
Beauty Centre. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 186/KEP/2011, seharusnya pihak yang berwenang untuk
memberikan izin dan rekomendasi pemanfaatan bangunan cagar budaya
kepada London Beauty Centre adalah instansi pemerintah tingkat Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah tingkat kabupaten/kota. Pasal 41
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur bahwa Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya
berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi,

dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar
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Budaya. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, maka
kewenangan untuk menetapkan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan
cagar budaya adalah pemerintah tingkat provinsi, karena Tim Ahli Cagar
Budaya memberikan peringkat provinsi bagi kawasan cagar budaya Kota Baru.
Artinya dalam hal ini, berdasarkan kewenangan atribusi maka pihak yang
berwenang untuk memberikan izin dan rekomendasi pemanfaatan bangunan
cagar budaya adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan
pemerintah tingkat kabupaten/kota.

Izin yang dimiliki oleh London Beauty Centre tidak sejalan dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 83 ayat
(1) yang mengatur mengenai adaptasi, bahwa Bangunan Cagar Budaya atau
Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan
masa kini dengan tetap mempertahankan ciri asli dan/atau muka Bangunan
Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya, dan/atau ciri asli lanskap budaya
dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya
sebelum dilakukan adaptasi. Ayat (2) mengatur bahwa adaptasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertahankan nilai-nilai yang
melekat pada Cagar Budaya, menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan,
mengubah susunan ruang secara terbatas, dan/atau mempertahankan gaya
arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

. Saran
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah

dijabarkan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
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1. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta seyogyanya tidak berwenang untuk
memberikan izin kepada London Beauty Centre. Berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186/KEP/2011.
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta juga seyogyanya tidak memberikan izin
mendirikan bangunan dengan pembongkaran bangunan cagar budaya dan
mendirikan bangunan baru.

2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta seyogyanya tidak
berwenang untuk memberikan izin kepada London Beauty Centre.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 186/KEP/2011. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
juga seyogyanya memberikan tembusan kepada instansi terkait dalam
upaya pelestarian cagar budaya.

3. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
seyogyanya dalam memberikan rekomendasi harus tetap memperhatikan

konsep adaptasi terhadap pemanfaatan bangunan cagar budaya.
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